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ABSTRAK : - Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam 

pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna 
mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Pembentukan dan 
pengelolaan BUMDes ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang 
telah ditetapkan dalam peraturan di tingkat nasional. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini mengatur secara sistematis 
mengenai tata cara pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes agar 
dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa. 

 
- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah 

dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; 
UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; 
UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 
12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 
2005; Perpres No. 1 Tahun 2010; Permendagri No. 39 Tahun 2010; Permendagri 
No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 8 Tahun 2006; Perda Kab. Ngawi No. 
34 Tahun 2011; Perda Kab. Ngawi No. 11 Tahun 2006. 
 

- Peraturan Daerah ini menegaskan pentingnya BUMDes sebagai instrumen 
ekonomi desa yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
serta memperkuat keuangan desa. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah 
desa memiliki landasan hukum yang jelas dalam mengelola BUMDes agar dapat 
berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi 
berbasis kearifan lokal. 

 
CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2012 dan 

ditetapkan tanggal 21 Desember 2012. 
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
- Penjelasan 6 hlm. 

 


